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PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk pemantapan penganggaran terpadu, 

berbasis kinerja, dan pemahaman proses bisnis 

penyusunan anggaran secara menyeluruh; 

  b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan 

Badan Keamanan Laut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di 

Lingkungan Badan Keamanan Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5603); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang 

Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 380); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 

tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 397) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

134/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang 

Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 807); 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 
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  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 

tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

344); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 943); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN 

ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT. 

 

Pasal 1 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di 

Lingkungan Badan Keamanan Laut meliputi pagu anggaran, 

alokasi anggaran, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) perubahan. 

 

Pasal 2 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di 

Lingkungan Badan Keamanan Laut merupakan acuan bagi 

seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Keamanan Laut 

untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran di unit 

kerjanya masing-masing. 

 

Pasal 3 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di 

Lingkungan Badan Keamanan Laut mengacu pada Pedoman 

Umum Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (RKA-K/L): 

1. Pendekatan Sistem Penganggaran, meliputi: 

a. penganggaran terpadu; 
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b. penganggaran berbasis kinerja; dan 

c. kerangka pengeluaran jangka menengah. 

2. Klasifikasi Anggaran, meliputi: 

a. klasifikasi organisasi; 

b. klasifikasi fungsi; dan 

c. klasifikasi jenis belanja. 

3. Instrumen RKA-K/L, meliputi: 

a. indikator kinerja; 

b. standar biaya; dan 

c. evaluasi kinerja. 

 

Pasal 4 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di 

Lingkungan Badan Keamanan Laut tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kepala Badan ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

     pada tanggal 19 September 2017 

 

 KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT 

     REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ARI SOEDEWO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 September 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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